WALIKOTA LANGSA
PERATURAN WALIKOTA LANGSA

NOMOR 26 TAHUN 2009
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS (JUKNIS) PENYALURAN BANTUAN MODAL
BERGULIR SUMBER DANA APBA POS OTONOMI KHUSUS
UNTUK KOTA LANGSA TAHUN ANGGARAN 2009

WALIKOTA LANGSA

Menimbang Y bahwa dalam rangka Program Pemerintah Aceh untuk meningkatkan
ckonomi masyarakat di gampong-gampong dalam Pemerintah Aceh
perlu dilaksanakan Program Pemberdavaan ckonomi masyarakat
Tahun 2009;

b. bahwa Pemerintah Aceh dalam Anggaran Pendapatan Belanja Aceh
(APBA) tahun anggaran 2009 telah mengalokasikan Bantuan Modal
Bergulir usaha masyarakat Gampong untuk Kota Langsa yang dibiayai
dari dana Otonomi Khusus (Otsus), perfu menetapkan Petunjuk Teknis
(Juknis) penyaluran bantuan modal bergulir usaha masyarakat
Gampong untuk Kota lLangsa Tahun 2009;

C. bahwa untuk maksud tersebut dalam hurut a dan b diatas, perlu diatur
dan ditetapkan dengan Pcraturan Walikota.

Mengingat S Undang-Undang Nomor 44 Tabun 1999 tentang Penyelengparaan
Keistimewaan Propinsy Dacrah stimewa Acch:

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang  Pembentukan Kow
Langsa:

b Undang-Undang Nomor 22 Tabhiun 2004 twemang Pemernintahan acreh
sehuuatns wech ldods boteraps Ll e odenvan U o nn
lmdﬁng Sores 0 Tahun 2008 entre Perabalian Kedu s
Uindang-t ndune Nomor 22 Pabun 2004 enuwng Pemerimtahan Deeraby

4 Pindang-t naane Meomos S8 Tahan e wentang Perimbanens
Neuangae snone Domerniad Posae dan Cemenniahan Dacrain

5. Undang-Undang Nomor [ Tahon 2006 wenang Pemeriniahan Acch:

5. Peraturan Pemennth Nomor 72 Pahun 2003 tentang Desa:

7. Peraturan Mentert Dalam Negeri Nomer 13 Tahun 2006 ientang
Pedoman Pereclolom Reovangan Dacrsh sebagaimana telah diobah
dengan Peraturan Mentert Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2607 tentany Tata
Cara Peluporan dan Pertanggungiawaban Penyelenggaraan Pemcrintan
Desa:

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 temang

Perencanaun Pembunpunan Desu

10, Qanun Acch Nomor | Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Acen 1 APE G Tahun 1009:

Lo Qanun Aceh Nomor 0
Acch:

Fahun 20085 remang Pengelolaan Kevaneon

i l’«‘trmuran_.7.\/Q -



Menetapkan

Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun

2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh
Tahun 20009:

Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 25 Tahun
2009 tentung Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Peumakmue
Gampong Dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

Keputusan Gubernur Aceh Nomor 412.24/215/2009 Tanggal 28 Mei
2009 tentang Besaran Dana Bantuan Sosial Kelompok Masyarakat.
Bantuan Keuangan Kepada Desa dan Bantuan Hibah Badan
Pemberdavaan Masyarakat Aceh Tahun Anggaran 2009;

Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi
dan Tata Kcrja Dinas. L.embaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota
Langsa.

MEMUTUSKAN

PETUNJUK TEKNIS (JUKNIS) PENYALURAN BANTUAN MODAL
BERGULIR SUMBER DANA APBA POS OTONOMI KHUSUS
UNTUK KOTA LANGS A TAHUN ANGGARAN 2009

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1.

()

RSN

Vs

9.

Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan dacrah Provinsi dalam sistem
Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan  vane dilaksanakan oleh Pemeritah Aceh dan Dewan
Perwakilan Rakvar Acch sesuai dengan tingsi dan kewenangan masing-
masing.

Pemerintahan Kota adalah penvelenggaraan urusan pemerintahan yang
dilaksanakan oleh Pemerintah Kota dan Dewan Perwakilan Rakvat Kota
sesuad dengan fnesi dan kewenangan masing-masing.

Gubernur Aceh adatah kepala Pomerintai Aceh vang dipilih melals suatu
proses demokratis vang dilukokan berdasarkan asas langsung. amum,
bebas, rahasia. jujur. dan adil.

Walikota adalah kepala pemerimah dacrah Kota yang dipilih melalui suatu
proses demokratis vang dilakukan berdasarkan arzas langsung, umuim.
bebas, rahasia. jujur. dan adil.

wccamatan adalah wilavah kerja camat sehagai perangkat daerah Kota.
Camat adaleh pemimpin dan koordinator penvelenggaraan pemerintahar di
witavah kena kecamoion

vang delam peiaksanaan wgasnya memperaieh
pelimpahan cowenancen dart Wahikots untuk menangani sebagian urusan
atonomi dacrah dan pem elenpoarakan tugas wmem pemerintahan.

Mukim adalan kesatuan masvarakat hukum dalam Pemerintahan Aceh
vang terdirt atay gebungan beberapa gampons Jang mempunyai batas-batas
wilavah tertente din harta kekayvaen sendirt, herkedudukan Tingsung
dibawah Kecamatan. vang dipimpin oleh Iimuem Mukim.

Imuem Mukim atan nama bain adalah Kepala Muakim,

Gampong wtau nama lain adaluh kesatuan masyarakat hukum vang
mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung berada dv bawah
mukim yang menempati wilayah tertentu. yang dipimpin oleh Geuchik atau
nama lain dan berhak menvelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.

. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh

Pemerintah Gampong dan Tuha Peuet Gampong dalam mengatur dan
mengurus kepentingan masvarakat setempat berdasarkan asai-usul dan

adat imiadatﬂ -



adat-istiadat setempat vang diakui dan dihormati dalam sistem Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

11. Pemerintah Gampong adalah Geuchik dan Perangkat Gampong sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan gampong.

12. Geuchik atau nama lain adalah kepala pemerintah gampong yang dipilih
melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas
langsung, umum. bebas, rahasia, jujur, dan adil.

13. Tuha Peuet Gampong atau nama lain adalah lembaga perwujudan
demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Gampong sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan gampong yang terdiri dari unsur ulama, tokoh
adat, pemuka masyarakat dan cerdik pandai yang ada di gampong.

14. Qanun Gampong atau nama lain adalah peraturan perundang-undangan
yang dibuat oleh Tuha Peuet Gampong bersama Geuchik.

15. Bantuan Keuangan Peumakmue Gampong yang selanjutnya disingkat
dengan BKPG adalah bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Aceh dalam
rangka  percepatan  pembangunan, penanggulangan  kemiskinan.
pemberdayaan masyarakat dan penguatan Pemerintahan Gampong.

16. Keuangan Gampong adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan gampong yang dapat dinilai dengan uvang
termasuk didalamnva scgala bentuk kekavaan yang berhubungan dengan
hak dan kewajiban gampong tersebut.

7. Pengelolaan Keuangan Gampong adalah keseluruhan kegiatan vang
meliputi  perencanaan.  penganggaran,  penatausahaan.  pelaporan,
pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan gampong.

18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang seclanjutnya disingkat
APBG adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong yang
dibahas dan disectujui bersama oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peuet
Crampong. vang ditetapkan dengan Qanun Gampong.

19. Dana Perimbangan adalah pengertian  sebagaimana  dimaksud dalam
Undang-Undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
pemerintah pusat dan pemerintah daerah:

200 Bantuan Modal Bergulir Vlsaha Masvarakat Gampong di Kota Langsa
adalah bantuan vang bersumber dan dana Otonomi Khusus  dan Migas
sang disalurkan kepada masvaraiat dalam upave pemberdavaan ekonomi
maesvarakat antuk cananceasiangay kemiskinan

21 Badan Usaha M

i Coampong ¢ BUNMG ;1 adalab suate Tembaga/Badan
Perckonomian Gampeng  vang  dibentuk perdasarkan Qanun Gampaong

dlad nama oo dnmiicg olch Pemenntaly Gawpong, dikelofa sceara
ckonomis, mandiri  dan profesional dengan modal  seluruhnya  atau
sebagian boesar merupahan Kekasaan Gaipong,

N

22 T Pendampine adaiah orang vang mampi. punya keahhian vang ada di
campong/kecamatan. tenaga protesionai dibidang modal bergulir dun unsuy
vavasan/bLembaga Swadavae Masvarakat serta Perguruan Tinggd  vang
ditetapkan dengan Kepuwsan Kepala Badan Pemberdayaan Masvarakat
Ko Langsa.

. Usaba produkul’ adalah usuha pada semua sektor ckononi vang dapat

{2
)

amemberikar nilan wmbale Jan meningkatkan pendapatan usaha masvarakat
Crampong.

24, Pemberdayaan adalah upava vang dilakoakan pemerintah, dunia usaha dan
masyarakar dalam bentuk penurnbuhan iklim usaha. pembinaan dan
pengembangan. schingga  kelompok usaha keell mampu wmbuh dan
memperkuat dirinva menjadi usaha yang tangguh dan mandiri,

25. Pembinaan dan Pengembangan adalah upava yang dilakukan pemerintah.
dunia usahe dan masyerakat melalui pemberian bimbingan dan bantuan
perkuatan untuk menumbubkan dan meningkatkan kemampuan usaha kecil
agar menjadi usaha yang tangguh dan mandin.

26. Perkuatan untuk menwnbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kecil
agar meniadi usaha yang tangguh dan mandiii,

27. Pembiayaan AL



27. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh pemerintah, dunia usaha dan
masyarakat melalui lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non
bank atau lembaga lain dalam rangka pemberdayaan usaha masyarakat
Gampong.

28. Dana Otonomi Khusus (Otsus) adalah dana yang dialokasikan untuk
membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah, sebagaimana
ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh.

BAB 11
TUJUAN DAN SASARAN
Bagian Pertama
Tujuan
Pasal 2

Tujuan Program bantuan modal bergulir masyarakat adalah :

a. Menumbuhkan, meningkatkan, dan  mengembangkan  permodalan
kelompok usaha procuktif yang belum mampu mengakses lembaga
keuangan yang ada.

b. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan bantuan modal bergulir
usaha masyarakat di Kota Langsa.

¢. Mendorong berkembangnya ckonomi kerakyatan di Kota Langsa melalui
bantuan modal bergulir usaha masyvarakat,

d. Mceningkatkan pendapatan masyarakat Kota § angsa

Bagtan kedon
Sasuran
Pasal 3

Sasaran Program bantuan modal usaha masyvarakar di Kota Langsa adalan

4. Tersalurnya bantuan modal bergulir bagi usaha kelompok dan atan orang
miskin vang sanggup mengelola, sanggup mengambil manfaat dan sanggup
mengembalikan sesuai ketentuan,

b, Meningkatnya usaha-usaha produktif vang ada di Kota Langsa vang
dicirikan dengan meningkatnva volume usaha. kapasitas jangkauvan. mutu
pelavanan dan modal sendirn

BAR
Buasian Periams
Oroanisasi
Pasal &

Organisasi Bantuan modal berguliv usaba masyarakat werdirt dari

1. T'im Koordinasi vang terdin dart Penanggung Jawab, Ketua. Sekretaris dan
anggota yang ditetapken dalam Keputusan Walikow Langsa.

Tim Pendamping vang ditetapkan oleh Fepala Badan Pemberdayaan
Masyarakat Kaota §angsa,

(B

3. Badan Usaha  Milik Gampong vang  dibentuk berdasarkan Qanun
Oampong.

Bagian Ketiga
Tugas
Pasal §

Tugas masing-masing  organisasi dan pelaksana kegiatan  dalam rangka
penvaluran bantuan modal berealir adalah sebagat benikut
a. i Koordinas

1y Tahap Pcrsiapun,../A.Q -



1) Tahap persiapan :

(1) Mengkoordinasikan rapat-rapat dengan instansi terkait untuk
persiapan pelaksanaan, tujuan dan maksud, sasaran, mekanisme
pelaksanaan serta kriteria-kriteria yang harus dipenuhi;

(2) Menjelaskan kebijakan program kepada para Camat dan Geuchik
serta pihak terkait lainnya;

(3) Menetapkan dan menilai rencana gampong-gampong yang akan
mendapatkan bantuan Modal Bergulir tersebut dan selanjutnya
disampaikan kepada Walikota Langsa melalui Badan Pemberdayan
Masyarakat Kota Langsa untuk mendapatkan persetujuan;

(4) Melakukan sosialisasi Program Bantuan Modal Bergulir Usaha
Masyarakat Gampong terutama kepada sasaran yang akan
mendapatkan bantuan serta pihak terkait lainnya;

(5) Membantu peleksanaan kegiatan pelatihan para aparatur Pengelola
dan Pelaksana Kegiatan di lapangan:

(6) Melakukan kegiatan kesckretariatan dan administrasi pelaksanaan
Keglawn secara anim maupun teknis.

2) Tahap Perencanaan dan Pelaksanaan .
(1) Menvampaikan petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis kepada
pengciola hoglinan avn tajuan progrsy lepan sasaran dan werarahc
(2) Menmantan, mengevatuast dan meneadakan pembinaan program
kepada peloksana keglatan:

(3) Menvelesaikan masalah/kasus yvang imemerlukan tm koordinast dan
selanjuim o melaporkan kepada Walibowa Langsa:

(4) Melakukan koordinasi pembinaan whnis pada tahap pelaksanaan
acar tervapai sesaran vang drharapkan:

(5) Menoiusurt apabils ada pengaduan masyarakal  tentang
pentianpanean chma o bantem ersebur o vang selinjuinya
ditindaklaniwi dan hasilnva difepork

: kepoda Walikowa Lanesa.

(6) Mencumpui, menginventarisiv dan mengolah data sebagar bahan
masttkan untuk menjadi dasar pensambiian kebyjakan  maupun
bahan pens usinan Laporan Dim Roordinasi

(7) Metaporkan kepada Walikota Langsa meneenai kemajuan imaupun
terjadinva kendute di fapongan don memberikan masukan dalam
rangka lebih sempurnanyva kebijakan program dimaksud.

Tim Pendamping bertucas :

) Membeti advekast dan fasititast pengeloinan bantan modal bergulir

usaha masvarakat.

?) Mengadakan pembinaan administrasi keuangan Badan Usaha Milik
Gampong (BUMG).

3) Memantau pelaksanaan penvaluran Bantuan Modal Bergulir dan
menyampaikan laporan bulanan kepada Kepala Badan Pemberdayaan
Masvarakal Kota Langsa.

1) Mengadakan pembinaan usaha masyarakal dalam rangka supervisi

pemaniaatan bantuan modal bereutir.

Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) bertugas :

1) Melakukan identifikasi dan verifikasi calon penerima bantuan modal

bergulir.
7y Menerima Jdan meneliti kelengkapan  permohonan  Bantuan  Modal
Bergulir.

3) Mengadakan penilaian dan seleksi terhadap kelayakan proposal.

4) Memilih dan menetapkan calon penerima yang akan menerima bantuan
modal bergulir.

33 Memfasilitasi pencairan. penyaluran, dan pengembalian Bantuan modal
bergulir.

6) Melaksanakan 49 -



6) Melaksanakan pembinaan administrasi keuangan kepada penerima
bantuan modal bergulir.

7) Menarik dan menerima jasa dan angsuran pokok dari para peminjam
sebagaimana yang ditetapkan didalam pedoman Petunjuk Pelaksanaan
(Juklak) dan Petunjuk Teknis Juknis).

8) Membuat laporan secara berkala perkembangan, penyaluran dan
pengembalian modal bergulir kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat
Kota Langsa.

BAB IV
MEKANISME PELAKSANAAN BANTUAN MODAL BERGULIR
Bagian Pertama
Mekanisme Penyvaluran Bantuan Modal Bergulir
Pasal 6

Penyaluran Bonswn Modal Berondiv dengan tahapan sebagat bertkut

!

A Pencarian dena ot Prnes Penecloluan Keuanean dan Kekavean Aceh

vang ditrancter koo Rekenmg Badan Pemberdavaan Masyarakoer koot

bangsa vang sclanmitnyva dikinm ke Rekening Gampong,

Caton Pemiciam memibeniik Kelompok usaha vong didasan kecamaan
Jenis usahd, i perscoranyan biagn usaiia vany winggal,

o Mengajukan Propesel tepada Badan Usaha Milik Gampong.

1 Badan Usaha Mk Gampong melokukar dentitikast veritfikost dan
seleksi terhadap nroposal vane diterima baik dan aspek admunistrasi.
maupun kelavakan usaha kelompok dan ateu perseoranuan.

¢. Badan Usaha Milik Gampong menyalurkan bantuan modal bergulir melalui
rekening kelompob dan atau perseorangan.

Bagian Kedua
Mekanisme Pengembatian
Pasal 7

a. kelompok penerima bantuan modal bergulir wajib mclunasi pinjamannya
kepada Badan Usaha Milik Gampong melajui Unit Jasa Keuangan sesual
kesepakatan.

h. dangka wakiu pengembalian bantuan modai bergulir maksimal dua iahun.
Jasa Pembinaan yvang dikenakan pada kelompok peminjam sebesar 0 %
pertahun dari total bantuan pinjuman modal vang diterima selama jangka
waktu pemberian pinjaman.

d. Dari hasil jasa pembinaan sehesar 6 % per tahun digunakan untuk :

- Fee BUMUG sebesar 24 %
- Pemupukan Modal Peminjam (2%

¢. Fee BUMG vang dimaksud pada huruf (d) adalah pendapatan gampong
setelah diambil untuk biava operasional dan administrast.

BARYV
MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN
Pasal 8

a. Tim pendamping wajib memantau pelaksanaan penyaluran bantuan modal
bergulir dan menyampaikan laporan bulanan kepada Kepala Badan
Pemberdayaan Masyarakat Kota Langsa.

b. Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Langsa wajib melaporkan kepada
Tim Koordinasi Pemerintah Kota Langsa secara berkala baik mengenai
jumlah pinjaman. perkembangan usaha. permasalahan yang dihadapi.
maupun pengembalian dana bergulir.

¢. Berdasarkan . //U -



¢. Berdasarkan huruf b diatas, Tim Koordinasi wajib melaporkan kepada
Walikota Langsa sebagai Penanggung Jawab secara berkala.

BAB V1
PEMBIAYAAN DAN ALOKASI DANA
Pasal 9
a. Pelaksanaan Pogram ini dibiayai dari Alokasi Dana Otonomi Khusus
(Otsus) Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2009 yang bersumber dari
Dana Otonomi Khusus (Otsus) berjumlah Rp. 4.200.000.000.- (Empat
Milyar Dua Ratus Juta Rupiah).
b. Biaya operasional dan administrasi penyaluran dapat diambil maksimal
6% dari pagu dana vang ditetapkan untuk masing-masing gampong.
¢. Jumlah pagu dana vang ditetapkan untuk masing-masing gampong
menjadi aset gampong untuk digulirkan scbagai modal usaha
masyarakat gampong.

BAB VI
SANKSI
Pasal 10

Apabila ditemukan indikasi pelanggaran pidana maupun perdata  dalam
pelaksanaan provram int skan difakukan tndakarcsecera hukum sesuai dengan
ketentuan perundane-undungan vang berlakon

BAB VI
WETEMNTUAN PERAL AN
Pasai b

Hal-hal vang beium diatur dalam Petunjuk Feknts i sepanjang mengenal
pelaksanaan akan diatur lebih lanjut sesual dengan ketentuan yang berlaku dan
[ ampiran ini merupakan bagian tdak ierpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IX
PENUTUP
Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. dan berlaku surat scjak
tanggal 1 Juli 2009,

Agar setiap orang mengetahuinya. memerintahkan pengundangan Peraturan ini
dalam Berita Dacrah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
4 September 2009 M
14 Ramagthan 1430 H

pada tanggal

WALIKOT A LANGSA

AL ULKIE

Diundangkan di Langsa

pada tanggal

4 September 2009 M
14 Ramadhan 1430 H

IS DAERAH KOTA LANGSA

BERITA DAERAH TAHUN 2009 NOMOR 229



LAMPIRAN | : PERATURAN WALIKOTA LANGSA
NOMOR 26 TAHUN 2009
TANGGAL 4 SEPTEMBER 2009 M
14 RAMADHAN 1430 H

ALOKASI BANTUAN DANA BERGULIR PER GAMPONG
SUMBER DANA APBA POS OTSUS
TAHUN ANGGARAN 2009

NO KECAMATAN GAMPONG ALOK‘::;)D“"A
1. | LANGSA TIMUR 1. Sungai Lueng 105,000,000.00
2. Alue Pineung 95,000,000.00
i 3. Alue Merbau 90,000,000.00
4. Sukarejo 90,000,000.00
- 5. Buket Meutuah 90,000,000.00
6. Buket Rata 90,000,000.00
N 7. MatangCengai 90,000,000.00
I 8 SenebokAntara L 75.000,000,00
T 9. Matang Panyang ) 75,000,000.00
T 10 CintaRajg ] N 75,000,000.00
JO [ Matag Setuwr ] .. 5000.000 00
2 BuketPulo e 50:000.000.00.
T T Buke evoang AL 5000000000
L t4. Simpang Wie 50,000.200.00

1,100.000.000.0C
105,000,000.00

i

LANGSA LAMA Baroh Lanqgsa Lama

75,000.000.C0
810,000,000.00
105,000.000.C0
105,000,000.00

875,000,000.00
130,000.000.00

50,000,000.00

75,000.000.00

75,000.000.00
50,000.000.00

50.,000,000.00

8.
9 Simpang Lhee 50,000,000 00
690,000,000.00
V.| LANGSA BARO 1. PB. Seulemak 7 95.000.000.00

7. Birem Puntong 75,000,000 00

8 _Geudubang Aceh 50,000,000.00
'9. Timbang Langsa 50,000.000.00

725,000,000.00

JUMLAH TOCTAL 3 4,200,000,000.00




LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA LANGSA
NOMOR - 26 TAHUN 2009
TANGGAL 4 SEPTEMBER 2009 M
14 RAMADHAN {430 11

PEDOMAN TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN DAN
PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK GAMPONG (BUMG)

A.

B.

T, SY

BADAN USAHA MILIK GAMPONG (BUMG)

Dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan sumber pendapatan
asli Gampong. Pemerintah Garapong dapat mendirikan Badan Usaha Milik
Gampong selanjutnya disingkat BUMG.

Pembentukan Badan Visaha Milik Gampoeng sebagaimana dimaksud pada avit {13

ditctapkan derigan Qanun Gampony,

JUAN PEMBENTUR AN BADAN USATA MILIK S AMPONG (BUIMG:

Tujuan umum pembentukan BUMG adalah mengkoordinir kegiatan usaha-usaha

di Gampong untuk meningkatkan perekonomian dar: kescjahteraan masyarakat

Gampong.

Tujuan khusus pembentukan BUMG adalah -

1. Meningkatkan sumber Pendapatan Asli Gampong dan memberikan pelayanan
terhadap kebutuhan masvarakat Gampong :

2. Meningkatkan pengolahan potensi Gampong sesuai dengan  kepentingan
masyarakat Gampong :
Menciptakan kesempatan berwiraswasta dan dapat membantu Pemerintah
Gampong dalam menigkatkan kesejohteraan masyarakat Gampong.

ARAT PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK GAMPONG (BUMG)

Badan Usaha Milik Gampong dapat didirikan berdasarkan misiattf’ Pemerntab

Gampong dan atau masvarakat berdasarkan musyawarah masyarakat Gampong

dengan mempertimbangkan :

. Potensi Usaha Ekonomi Masvarakat.,

2. Terdapatnva unit kegiatan nsaha ckonomi masvarakat vang dikelola secara
kooperatil.

3. Terdapatnya kekavaan Gampong yang diserahkan untuk dikelola scbagai
bagian dart dari usaha Gampong.

BUMG didirikan, jika Pemerintah Gampong dan Masyarakat mempunyai .

. Penvertaan modal dari Pemerintah yang bersangkutan dalam bentuk kekayaan
Gampong vyang discrahkan terpisah dari pengelolaan penyelenggaraan
Pemerintah Gampong.

2. Unit usaha lembaga keuangan masyarakat vang diserahkan dan menjadi
bagian unit usaha BUMG.

Pengaturan  jenis usaha Badan Usaha Milik Gampong  ditetapkan  dengan
Keputusan Geuchik.

. Jenis Usaha Badan Usaha Milik Gampong antara lain:

1. Unit Usaha Jasa Keuangan

2. Unit Pasar

3. Unit Industri Kecil dan Kerajinan Rumah Tangga

4. Unit Pemberdayaan Perckonomian Masyarakat dan Unit lasa lainnyva



1IV. KEPENGURUSAN BUMG

A. Kepengurusan Badan Usaha Milik Gampong terdiri dari Pemerintah Gampong
dan Masyarakat.

B. Susunan Kepengurusan Badan Usaha Milik Gampong sebagaimana dimaksud
ayat (1) pasal ini terdiri dari :

l.
)
a
3

Komisaris ( Penaschat )
. Direksi ( Pelaksana Operasional )
. Kepala Unit Usaha

C. Kepengurusan Badan Usaha Milik Gampong ditetapkan dengan Keputusan
Geuchik dan disampaikan kepada Walikota melalui Camat.

V. TATA KERJA BANDAN USAHA MILIK GAMPONG

TUGAS., KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN KOMISARIS
A. Tugas dan Kewajiban Komisaris :

1.

[

(S

Memberi nasehat pada direksi dan Kepala Unit Gampong dalam
melaksanakan pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong.

Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting
bagi pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong,

Mengawasi pelaksanaan kegiatan usaba apabila terjadi gejala menurunnya
kinerja kepengurusan.

B. Kewenangan Komisaris

1.

2.

Meminta  penjelasan  dari  penguris  mengenat  segala persoalan vang
menvangkut pengelolaan usaha Gampong.

Melindungi  usaha  Gampong terhadap  hal-hal  vang  dapat merusak
kelangsungan dan citra Badan Usaha Milik Gampong.

VL. TUGAS DAN KEWAJIBAN DIREKSI DAN KEPALA UNIT USAHA

A. Tugas Direksi dan Kepala Unit Usaha

1.

[E]

'l

B.

|R]

(o]

Mengembangkan dan membina Badan Usaha agar tumbuh dan berkembang
menjadi Lembaga vang dapat melayani kebutuhan ekonomi warga masyarakat.
Mengusahakan agar tetap tercipta pelayanan ekonomi Gampong yang adil.
merata.

Memupuk usaha kerja sama dengan lembaga-lembaga perekonomian lainnya
yang ada di Gampong.

Menggali dan memanfaatkan potensi ckonomi Gampong untuk meningkatkan
pendapatan asli Gampong.

Memberikan laporan perkembangan usaha kepada masyarakat Gampong
melalui forum musyawarah Gampong minimal 2x dalam setahun.
Kewajiban Direksi dan Kepala Unit

Unit usaha harus menyampaikan laporan berkala setiap bulan berjalan
kepada Direksi mengenat :

e Laporan Keuangan Unit Usaha

e Progres kegiatan dalam bulan berjalan

Dircksi menyampaikan laporan dari seluruh kegiatan usaha kepada
Komisaris setiap 3 bulan sekali.

Laporan secara kescluruhan dalam 6 bulan harus diketahui oleh warga
Gampong dalam suatu musyawarah Gampong.

VI. MEKANISME PEMBENTUKAN PENGURUS

A, Tata cara pembentukan pengurus BUMG sebagaimana dimaksud BAB [V
hurut” B, dilaksanakan  melalui musvawarah vang dithadiri oleh perangkat

Gampong aan unsur Jdare aclembagaan Remasyarahatan di Gampong.
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Musyawarah sebagaimana dimaksud hurf A dipimpin oleh Geuchik untuk
menyusun atau memilih anggota pengurus secara demokratis.

Anggota pengurus BUMG sebagaimana dimaksud huruf B terdiri dari tokoh-
tokoh masyarakat yang memiliki kemampuan, kemauan dan kepedulian
terhadap kemajuan pembangunan Gampong yang diajukan oleh masing-masing
dusun.

. Penentuan kedudukan dalam kepengurusan BUMG ditetapkan melalui

musyawarah anggota pengurus.
Persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pengurus BUMG antara lain :
1. Warga Gampong yang mempunyai jiwa wirausaha
Bertempat tinggal dan menetap di Gampong sekurang-kurangnya 2 tahun
Sekurang-kurangnya telah berumur 25 tahun, dan setinggi-tingginya 60
tahun
4. Berkepribadian baik. jujur, adil, cakap, berwibawa, penuh pengabdian
terhadap perckonomian Gampong
5. Perndidikan yang memadar minimal SLTA atau sederajat.

Masa bakti kepengurusan  BUMG  ditetapkan 5 tahun  dan  dapat dipilih
kembali untuk masa bakti bertkutnyva,

Pengurus BUMG berhenti atau diberhentikan bilamana
. Meninggal dunia

Mengundurkan dir

Pindah tempat tinggal di luar Gampong

Berakhir masa baktinya

Tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik

6. Karena tersangkut tindak pidana.

4o e B0 —
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Pergantian pengurus BUMG antar waktu diisi berdasarkan hasil musyawarah
pengurus BUMG. dan masa tugas anggota  penguius BUMG  pengganti
disesuaikan dengan masa tugas kepengurusan vang digantikan.

Pengurus  BUMG  mendapat  tunjangan  penghasilan  vang bersangktitan
disesuaikan dengan kemampuan dan Keuntungan usaha

VIII.PERMODALAN

B.

IX.

. BUMG mendapatkan modal pangkal untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya
dari kekayaan Gampong dan/atau kekayaan Gampong yang dipisahkan dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, serta dari Lembaga Keuangan
yang ada di Gampong dan sudah discrahkan kepada BUMG.

BUMG dapat memperoleh modal dari bantuan pemerintah. pemerintah dacrah,
dan Pemerintah Gampong melalui APBG. serta sumber lain yang sah dan tidak
mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BUMG dapat memperolch permodalan dari penyertaan modal pihak ketiga vang
hak-hak kepemilikannva diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga (AD/ART).

BUMG  dapat memperoleh  permodalan dari - pinjaman melalui lembaga
keuangan. perbankan atau lainnva dengan persetujuan Tuha Peut yang pengaturan
pinjamannya ditakukan atas nama Pemerintah Gampong dan diatur dalam Canun
Gampong.

TAHUN BUKU DAN ANGGARAN BADAN USARA MILIK GAMPONG

Pahun buku dan tahun angearan BUAMG adalab menggunakan sistem kaiender
vaitu dimulai tanggal | Januari dan berakhir sampai dengan 31 Desember tahun
berjatan.



A. Bagi hasil usaha BUMG sctiap tahun, dipergunakan untuk Pemupukan
Modal. Kas Gampong. Jasa Produksi dan kegiatan lainnya sesuai dengan
ketentuan.

B. Ketentuan sebagaimana tersebut dalam huruf A. mengenai besarnya bagi hasil
usaha diatur dalam Qanun Gampong.

X. KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA

BUMG dapat membuat kerja sama dengan pihak ketiga dengan ketentuan :

A. Apabila kerja sama dimaksud memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau
dikelola BUMG. yang mengakibatkan beban hutang, maka rencana kerja sama
tersebut  harus mendapat persetujuan Komisaris dan  disetujui oleh Tuha Peut
serta kerja sama terschut tidak bertentangan  dengan  peraturan  perundang-
undangan vang berlaku.

B. Apabila kerja sama dimaksnd fidak memerlukan jaminan harta henda yang
dimiliki atau dikelola BUMG dan tidak mengakibatkan beban hutang maka
rencana kerja sama tersebut dilaporkan secara tertulis kepada Komisaris.

X1. AZAS, MEKANISME PENGELOLAAN DAN  PERTANGGUNGJAWABAN
BUMG

A. Azas pengelolaan BUMG :

1. Pengelolaan kegiatan BUMG dilakukan secara transparan.
2. Pengelolaan kegiatan dilakukan sccara akuntabel.

3. Warga masyarakat terlibat secara aktif.

4. Pengelolaan kegiatan periu berkelanjutan.

5. Pengelolaan perlu akseptabel.

B. Mekanisme pengelolaan BUMG dilaksanakan dengan berpedoman pada Azas
Pengelolaan sebagaimana tersebut dalam huruf A dan lebih lanjut akan diatur
dalam Keputusan Walikota.

C. Pertanggungjawaban :

a. Pertanggungjawaban BUMG dilaporkan kepada masyarakat melatui Tuha

N

Peut.
b. Sistem pelaporan pertanggungjawaban, dibuat berdasarkan  jenis usaha
kegiatan.

X1 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

A. Walikota  berwenang  melakukan  pembinaan  dan  pengawasan terhadap
penvelenggaraan kegiatan BUMG.

3. Pembinaan  sebagaimima  dimaksud  huruf A dalam arti memfasilitast vaite
memberikan pedomen. bimbingan, pelatiban. arahan dan supervisl  sesual
dengan peraturan perundang-undangan vang beriaku,

C Dalam melaksanakan pembinoan dan pengawasan schagaimana dimaksud
horof A. Walikota dapat melimpahkan hewenangannyva kepada Camar.

D Camal schagaimana  dimaksud hurut C berkewajiban melaporkan pelaksanaan
tugasnyva kepada Walthon

XL KETENTUAN PERALIHAN

Ketentuan-ketentuan  sebagaimana  dimaksud — dalam Peraturan. Waltko
\

menjadi - pedoman Gilany Ta Cara Pembentiiin dan Pengelolaan sadu
Usabia Mk Gampong.



XIV. KETENTUAN PENUTUPAN

Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman Tentang Tata Cara Pembentukan dan
Pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) akan diatur lebih lanjut sesuai

ketentuan yvang bertaku.
%ALIK A LANGSA,‘:P
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PENJELASAN
ATAS _
PEDOMAN TENTANG TAT A CARA PEMBENTUKAN DAN

PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK GAMPONG (BUMG)

PENJELASAN UMUM.

Sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 78, 79, 80, dan 81 Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa khususnya untuk mewujudkan
pemberdayaan masyarakat, memiliki makna bahwa penyelenggaraan
pemerintahan Desa dan pelaksanaan pembangunan di Desa ditujukan untuk
meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan
kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat perdesa.
Penetapan kebijakan program pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan
meningkatkan kapasitas masyarakat dalam merencanakan dan mengelola
perckonomian Desa serta mendukung  investasi lokal dan meningkatkan
keterkaitan perekonomian perdesaan dan perkotaan dengan membangun sarana
dan  prasarana perckonomian perdesaan  yang dibutuhkan  untuk
mengembangkan produktifitas usaha mikro perdesaan.

[I. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 . Cukup jelas
Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) . Cukup jelas
ayat (3) Yang dimaksud berbadan hukum dapat berupa

Jembaga bisnis, yaitu unit usaha kepemilikan
sahamnya berasal dari Pemerintah Gampong
dan masvarakat seperti usaha mikro kecil dan
menengah, lembaga keuangan mikro Gampong
(Usaha Ekonomi Gampong Simpan  Pinjam.
Radan Perkreditan Gampong. lembaga simpan
pinjam  berbasis masyarakat. lembaga perkreditan
Gampong. lumbung Gampong dan sebagainya.

Pasal 3 - Cukup jelas
Pasal 4 - Yang dimaksud  Unit [embaga  Keuangan

Masvarakat dimaksud sudah terdaftar di Gampong
dalam bentuk Keputusan Geuchik yang dilengkapi
dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga seperti : P2KP. PNPM dan lain-lain.

Pasal S avat (1)  Cukup jelas
avat (2) © Yang dimaksud jenis usaha adalah :
4 Unit Jasa Keuangan @ seperti simpan

pinjam dan perkreditan

b Unit Jasa Lain: scperti listrik Gampong.
telekomunikasi Gampong., angkutan
penyeberangan sungat, pengelolaan
limbah buangan sampah

¢ Unit Pasar : Pengelolaan Pasar Gampong
danvatau  Pasar Tradisional. penyaluran 9
(sembilan) bahan pokok. penyaluran dan
penvediaan  saprodi. pupuk dan bibit
pertanian. perkebunan, peternakan  dan
pengelolaan tempat pelelangan ikan.



Pasal 6 ayat (1)

ayat (2)

Pasal 7 s/d Pasal 8
Pasal 9 ayat (1) dan (ayat (2)
ayat (3)

Pasal 10 s/d Pasal 13
Pasal 14 ayat (1)

Pasal 15 s/d Pasal 17
Pasal 18 avat (1)

: Yang dimaksud dengan kepengurusan BUMG

terdiri  dari  Pemerintah  Gampong  dan
masyarakat adalah Pemerintah Gampong sebagai
unsur penasehat (Komisaris) dan masyarakat
sebagai unsur pelaksana operasional

(Direksi)

Yang dimaksud dengan Susunan Kepengurusan
Badan Usaha Milik Gampong adalah :

a. Komisaris (Penasehat) secara ex officio
dijabat oleh Geuchik yang bersangkutan.

b. Direksi (Pelaksana Operasional) dan
Kepala Unit Usaha, ditunjuk oleh
masyarakat Gampong berdasarkan
musyawarah.

Cukup jelas

Cukup jelas

Yang dimaksud “Memiliki Kemampuan™ adalah
kesadaran atau keyakinan pada dirinya bahwa
dia mempunyai kemampuan. bisa berupa pikiran,
tenaga/waktu, atau sarana dan material lainnya.
Yang dimaksud “Kemauan™” adalah minat dan
sikap seseorang untuk melakukan sesuatu kegiatan
dengan sukarela. Yang dimaksud “Kepedulian™
adalah sikap atau perilaku seseorang terhadap
hal-hal yang bersifat khusus, pribadi dan
strategis dengan ciri keterkaitan, keinginan dan
aksi untuk melakukan sesuatu kekuatan.

Cukup jelas

Yang dimaksud dengan modal pangkal adalah
modal awal vang sudah dimiliki sebelum adanya
kegiatan. Yang dimaksud  dengan  kekayaan
Gampong adalah  segala kekayaan dan  sumber
penghasilan bagi Gampong  yang bersangkutan
berupa tanah kas Gampong. pasar Gampong.
bangunan  Gampong, jalan  Gampong. obyek
rekreasi vang  diurus  Gampong  misalnya
pemandian umum dan  tempat  pemancingan.
hutan Gampong. perairan/pantai  dalam batas
tertentu yany diurus Gampong. pelelangan ikan
vang  dikelola Gampong. dan lain-lain. Yang
dimaksud kckayaan Gampong  vang dipisahkan
dari  Anggaran dan Belanja  Gampong adalah
kekavaan  Gampong  yang  dikclola  oleh
masyarakat dan program dan provek
Pemerintah dan Pemerintah Daerah seperti
program P2KP/program PNPM dan lainnya.

Cukup jelas

a. Pengelolaan kegiatan BUMG dilakukan
secara transparan artinya dapat diketahui,
diikuti, dipantau, diawasi dan dievaluasi
oleh masyarakat Gampong secara luas.

b. Pengelolaan kegiatan dilakukan secara
akuntabel. mengikuti kaidah yang berlaku,
sehingga dapat dipertanggungjawabkan
kepada warga masyarakat.



ayat (2)

Pasal 19 s/d Pasal 22

c. Warga masyarakat terlibat secara aktif

dalam proses perencanaan, pelaksanaan,
pengawasan dan pelestarian kegiatan.

d. Pengelolaan kegiatan perlu berkelanjutan,

yang dapat memberikan hasil dan
manfaat kepada warga masyarakat.

e. Pengelolaan perlu akseptabel, yakni

berdasarkan kesepakatan antar pelaku
dalam warga masyarakat Gampong
schingga memperoleh dukungan dari
semua pihak.

Yang dimaksud sistem pelaporan pertanggung

jawaban dibuat dengan sistematika sebagai

bertkut :

1.

s

Pencahuluan.  memuat  latar belakang,
maksud dan tujuan usghaKegiatan  usaha
men . uai materd

pela sana/tenaga kena, produkst,
penjaalan/pemasaran, keuntungan dan
AT Il

Hai batan, memuat materi pengadaan bahan
bake, pemasaran, tenaga Kerji permodalan,
dan onitra usahs

Cukup joias

WALIKGTA LANGSA,
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PERSY ARATAN DOKUMEN PENCAIRAN DAN PELAPORAN BANTUAN
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VIOD AL BERGULIR SUMBER DANA APBA POS OTONOMI KHUSUS

(OTSUS) UNTUR KOTA LANGSA TATUN 2009

Proscs Pencairan dari Rekening Badan Pemberdavaan Masyarakat Kota
Langsa ke Rekening Gampong
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Pebaporan Pesyalura.
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